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 Skripsi dengan judul, “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis 
Jamaah Melalui Akad Qard}ul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro 
(Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)” merupakan hasil penelitian 
kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
penerapan pembiayaan LASISMA melalui akad qard}ul hasan dan bagaimana 
penerapan pembiayaan LASISMA melalui akad qard}ul hasan dalam 
mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan 
responden yang merupakan staff dari BMT NU Cabang Kota Sumenep dan 
anggota pembiayaan LASISMA di Desa Marengan. 
Segala bentuk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
semuanya merupakan pembiayaan yang berbasis syariah. Termasuk salah satunya 
adalah pembiyaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad qard}ul 
hasan yang ada di BMT NU. BMT NU Cabang Kota Sumenep mengambil andil 
untuk membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan bantuan 
modal kepada pelaku usaha mikro. Tak hanya dalam hal bantuan permodalan saja, 
BMT  NU Cabang Kota Sumenep juga memberikan bimbingan yang disebut 
dengan Pendidikan Dasar (DIKDAS) untuk membekali para anggota pembiayaan 
dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha 
yang dimiliki anggota. Para narasumber berhasil menambah produk jualan yang 
juga bisa menambah penghasilan para anggota.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan program LASISMA di BMT 
NU Cabang Kota Sumenep merupakan program syariah. BMT NU menerapkan 
program LASISMA dengan persyaratan yang sesuai syarat dan hukum yang ada 
pada pembiayaan qard{ul hasan. BMT NU turut membantu pengembangan usaha 
masyarakat Kecamatan Kota Sumenep yang menjadi penerima pembiayaan 
LASISMA. Hal ini dilakukan dengan upaya berupa bantuan modal dan bimbingan 
pengembangan usaha sehingga pelaku usaha anggota program LASISMA dapat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Praktek ekonomi di Indonesia memiliki berbagai macam metode 
dan hukum yang berbeda-beda. Beragamnya praktek transaksi ekonomi 
yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama 
umat Islam atau antara Islam dengan umat pemeluk agama lain dalam 
bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi 
yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat 
tradisional kita. 
Lembaga keuangan secara umum dapat dibagai menjadi dua 
bagian, yaitu lembaga keuangan perbankan (Bank) dan Lembaga 
Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga keuangan perbankan merupakan 
lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang 
ingin menyimpan uang dan pihak yang ingin meminjam uang. 
Ada beberapa lembaga keuangan non bank di Indonesia, 
diantaranya adalah Koperasi Syariah, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian 
Syariah, Dana Pensiun dan lain-lain. Semua lembaga di atas memiliki 
metodenya masing-masing dalam proses pengembangan usaha. Sedangkan 
yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah salah satu dari lembaga 
keuangan non bank yaitu Baitul Ma>l Wat Tamwil. 
 


































Ekonomi syariah di Indonsia dikembangkan berlandaskan pada 
nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penempatan fatwa di bidang syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah ini menjadi 
rujukan bagi tiap lembaga keuangan syariah atau Baitul Ma>l Wat Tamwil 
(BMT). 
Baitul Ma>l Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep 
syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep ma>l dan 
tamwil dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep ma>l lahir dan menjadi 
bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan 
menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara produktif. 
Sedangkan konsep ma>l lahir untuk kegiatan produktif yang murni untuk 




Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah 
pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan 
permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, 
BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari 
masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT 
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 Novita Dewi M, ―Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT)‖, (Jurnal—economica, Vol. 5, No. 02 Oktober 2014).  
 


































harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi 
landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang.
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu 
bagian penting dari perekonomian suatu negara. Di Indonesia 
pengembangan usaha mikro memberikan makna tersendiri pada usaha 
peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka 
kemiskinan suatu Negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor 
UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan 




UMKM secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar 
dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya 
hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam 
meningkatkan kemampuan usahanya sangat kompleks dan meliputi 
berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan 
antara lain; kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan 
beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya 
organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping itu juga terdapat 
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Fitri Ananda, ―Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan 
Mudhrabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang‖, (Skripsi—Universitas 
Diponegoro, 2011). 
3
Dimas, Zainul, Sunarti, ―Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM 
(studi pada batik diajeng Solo)‖, (Jurnal—Administrasi Bisnis, Vol. 29, No. 01 Desember 2015). 
 


































persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga 
mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.
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Kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan pekerjaan membuat banyak permasalahan yang ditimbulkan 
oleh faktor tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya angka 
pengangguran dan presentase kemiskinan di Indonesia. Permasalahan 
tersebut membuat banyak perusahaan ataupun lembaga yang menjadikan 
masalah tersebut sebagai peluang usaha. Lembaga keuangan syariah 
ataupun perbankan konvensional banyak menyediakan program berupa 
bantuan untuk modal usaha bagi masyarakat. Salah satu yang gencar 
dalam menawarkan program tersebut yang pada saat ini telah banyak 
sampai ke pelosok desa adalah lembaga BMT. 
Perkembangan BMT di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan 
yang signifikan dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro yang 
umumnya berada di pedesaan. Perkembangan BMT terus mengalami 
peningkatan karena BMT memiliki peranan yang sangat vital dalam 
kemajuan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, telah ada 4.000 
BMT yang beroperasi di Indonesia dan diperkirakan BMT-BMT tersebut 
melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di 
bidang usaha mikro dan usaha kecil. BMT merupakan salah satu industri 
keuangan non bank (IKNB) yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan 
kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat 
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Dewi Anggraini, ―Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota 
Medan (Studi Kasus Bank BRI)‖, (Jurnal—Ekonomi Keuangan, Vol. 1, No. 03 Februari 2013). 
 


































(nasabah), kesehatan BMT, baik secara finansial maupun nonfinansial 
harus terus dipelihara. Kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BMT 
akan terus terwujud apabila BMT mampu meningkatkan kinerja usahanya 
secara optimal. 
Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum 
koperasi, setiap BMT dalam melakukan penilaian kinerja keuangan harus 
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang 
pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan 
pinjam koperasi. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 
memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang 
sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti 
itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Sesuai 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank, perbankan umum diwajibkan untuk melakukan 
penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan bank dengan 
menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik 
secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian 
meliputi faktor-faktor seperti Profil Risiko (risk profile), Good Corporate 
Governance (GCG), Rentabilitas (earnings); dan Permodalan (capital) 
untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. 
Peranan BMT yang banyak menyediakan program berbasis syariah 
untuk memperbaiki perekonomian masyarakat telah banyak menarik 
 


































perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali ditemukan di daerah-
daerah pedesaan adanya berbagai macam lembaga sejenis BMT. Salah 
satu BMT yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah BMT NU 
Jawa Timur.Sampai saat ini, BMT NU Jawa Timur telah memiliki 60 
Cabang yang tersebar dalam 11 Kabupaten di Jawa Timur. Dari 11 
kabupaten tersebut, Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten terbanyak 
Cabang dari BMT NU yaitu sebanyak 16 Cabang. 
Perkembangan BMT NU Jawa Timur di Sumenep terbilang cukup 
pesat. Hal ini tentunya didukung dengan adanya program-program BMT 
yang efektif untuk menarik masyarakat. Program atau produk yang baik 
tidak akan mudah diterima tanpa adanya penyampaian atau penerapan 
yang baik terhadap masyarakat atau calon nasabah.
5
 
Dari hasil pengamatan penulis, nasabah pembiayaan LASISMA 
memang benar-benar dari masayarakat menengah kebawah. Dari dua 
orang nasabah yang penulis temui, nasabah mempunyai usaha berupa 
penjual barang campuran dan penjual gorengan. Keduanya mengaku 
bahwa mereka membutuhkan modal untuk menambah penghasilan mereka 
tetapi mereka kesusahan untuk mengakses perbankan karena tidak 
memiliki jaminan. Namun setelah mendapat bantuan tambahan modal dari 
BMT, keduanya mengaku bahwa bisa menambah produk jualan mereka 
sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. 
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 Habibi Sofwatama, ―Keberhasilan Kinerja Usaha Lembaga Keuangan  
 


































Dari permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 
meneliti tentang penerapan pembiayaan qard}ul hasan dan bagaimana 
penerapan pembiayaan LASISMA  dalam mengembangkan usaha mikro di 
BMT NU Cabang Kota Sumenep. Maka penulis memberikan judul 
―PENERAPAN PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASISJAMAAH 
MELALUI AKAD QARD{UL HASAN  DALAM  PENGEMBANGAN 
USAHA MIKRO (Studi kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)‖. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat 
diperoleh identifikasi masalah yang penulis dapat adalah sebagai 
berikut : 
a. Pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan qard}ul hasan 
b. Praktek pembiayaan qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep 
c. Faktor penghambat penerapan pembiayaan qard}ul hasan 
d. Faktor pendukung penerapan pembiayaan qard}ul hasan 
e. Minat masyarakat terhadap pembiayaan qard}ul hasan 
f. Pengembangan usaha mikro yang masih lebih banyak 
menggunakan produk pembiayaan konvensional 
g. Syarat dan rukun pembiayaan qard}ul hasan 
h. Sejarah berdirinya pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis 
Jamaah)     
 


































i. Tingkat keberhasilan penerapan program pembiayaan qard}ul 
hasan dalam membantu perkembangan usaha mikro 
j. Minat masyarakat dalam memilih pembiayaan qard}ul hasan di 
BMT untuk pengembangan usaha mikro 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis temukan, 
maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam 
penelitian ini sesuai dengan yang penulis harapkan. Adapun batasan 
masalah dalam peneitian ini adalah : 
a. Penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) 
melalui akad qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
b. Pembiaayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad 
qard}ul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU 
Cabang Kota Sumenep 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 
diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis 
Jamaah) melalui akad qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep?  
2. Bagaimana penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis 
Jama’ah) melalui akad qard}ul hasan dalam mengembangkan usaha 
mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep?  
 


































D. Penelitian Terdahulu 
1. Skripsi 
a. Penelitian yang ditulis oleh Dian Kartika dalam skripsi yang 
berjudul ―Implementasi Pembiayaan Qard}ul Hasan Di BMT 
Syariah Makmur Bandar Lampung‖
6
 membahas tentang bagaimana 
penerapan di lapangan tentang pembiayaan qard}ul hasan, yang 
pada penelitian ini studi kasus dilakukan di BMT Syariah Makmur 
Bandar Lampung. Perbedaan dengan penelitian yang saya tulis 
adalah, penelitian saya tidak hanya membahas tentang 
implementasi akad qard}ul hasan saja, tetapi juga pengaruh 
pembiayaan qard}ul hasan  terhadap pengembangan usaha mikro. 
b. Penelitian yang ditulis oleh Rizal Abdul Aziz dalam skripsi yang 
berjudul ―Pengaruh Pembiayaan Qard}ul Hasan BMT Tumang 
Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten 
Boyolali‖
7
 membahas tentang apakah ada pengaruh pembiayaan 
qard}ul hasan terhadap pemberdayaan usaha mikro yang studi 
kasusnya dilakukan di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali. 
Sedangkan penelitian yang akan saya tulis membahas tentang 
bagaimana penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis 
Jamaah) melalui akad qard}ul hasan dan bagaimana pembiayaan 
tersebut dapat mengembangkan usaha mikro. 
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 Dian Kartika, ―Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar 
Lampung‖, (Skripsi—UIN Raden  Intan Lampung, Lampung, 2018). 
7
Rizal Abdul Aziz, ―Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan 
Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali‖, (Skripsi—IAIN Surakarta, Surakarta, 2017). 
 


































c. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dalam skripsinya yang 
berjudul ―Evaluasi Pengelolaan Dana Qard}ul Hasan Pada 
Sejumlah BMT‖
8
 membahas tentang pengelolaan dana dari 
sejumlah BMT, yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim dan BMT 
Al Azhar. Adapun permasalahan yang diangkat adalah berapa 
persen dana untuk pembiayaan qard}ul hasan dari seluruh dana 
ma>l nya dan kebiajakan yang digunakan untuk melayani mitra 
pengguna dana qard}ul hasan yang ingin meminjam modal 
kembali untuk pengembangan usahanya. Sedangkan penelitian 
yang saya tulis membahas tentang  bagaimana penerapan 
pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad 
qard}ul hasan dan bagaimana pembiayaan tersebut dapat 
mengembangkan usaha mikro. 
2. Jurnal 
a. Didalam jurnal yang ditulis oleh Emanda Kusuma Dewi dan 
Widiyanto yang berjudul ―Peran Pembiayaan Mud}a>rabah Dalam 
Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT 
Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di 
Kabupaten Semarang)‖
9
 menjelaskan tentang pelaksanaan 
pembiayaan mud}a>rabah dan dampaknya terhadap kinerja usaha 
mikro. Sedangkan, penelitian yang saya tulis membahas tentang 
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Ahmad Fauzy, ―Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Sejumlah BMT‖, (Skripsi—UIN 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014). 
9
 Emanda Kusuma Dewi Widiyanto, ―Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan 
Kinerja Usaha Mikro‖ (Jurnal—Ekonomi dan Bisnis Vol 19 No. 1 Januari 2018) 
 
 


































pengemangan usaha mikro melalui pembiayaan dengan akad 
qard}ul hasan. 
b. Didalam jurnal yang ditulis oleh Endah Parwati yang berjudul 
―Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha 
Mikro (Studi Kasus Pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan 
BMT Hubbuhl Wathon di Kabupaten Semarang‖
10
 membahas 
tentang bagaimana UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari 
BMT melalui pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. 
Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas tentang 
pembiayaan berkelompok atau yang disebut LASISMA melalui 
akad qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan 
Berbasis Jamaah) melalui akad qard}ul hasan di BMT NU Cabang 
Kota Sumenep 
2. Untuk mngetahui penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan 
Berbasis Jamaah) melalui akad qard}ul hasan dalam mengembangkan 
usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
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 Indah Parwati, ―Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan 
Usaha Kecil Nasabah BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang‖ (Jurnal—Bisnis Vol 6 
Nomor 2, Desember 2018) 
 


































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Bagi BMT NU Cabang Kota Sumenep 
 Penilitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi BMT NU 
Cabang Kota Sumenep dalam menerapkan praktek yang baik dalam 
BMT . 
2. Bagi Penulis 
 Penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan serta 
pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti tentang 
pembiayaan qard}ul hasan terhadap perkembangan usaha mikro 
khususnya yang ada di BMT NU Cabang Kota Sumenep.  
3. Bagi Pembaca 
 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau referensi 
untuk menambah wawasan serta pengetahuan pembaca tentang 
pembiayaan qard}ul hasan terhadap perkembangan usaha mikro. 
Skripsi ini bisa menjadi acuan sebagai literasi penunjang dalam 
mengembangkan penelitian tentang pembiayaan berbasis kelompok. 
G. Definisi Operasional 
1. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) 
Layanan Berbasis Jamaah atau yang disingkat dengan LASISMA 
merupakan bentuk layanan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, 
pembiayaan dan lainnya BMT NU yang dilakukan melalui kelompok 
yang dibentuk oleh BMT NU dengan jumlah anggota kelompok 
 


































minimal 5 (lima) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang dengan 
nama kelompok Forum Silaturrahmi Anggota BMT NU yang 
selanjutnya disebut dengan FORSA BMT NU. Pembiayaan LASISMA 
merupakan pembiayaa tanpa jaminan, para nasabah diwajibkan untuk 
berkelompok untuk mengikat satu dengan yang lainnya untuk 
mengurangi terjadinya resiko. Sedangkan kepemilikan usaha dan 
hutang merupakan milik dan tanggung jawab pribadi masing-masing 
anggota. 
2. Qard}ul Hasan 
Dalam pengertian istilah, qard} diartikan oleh Hanafiah sebagai 
berikut: Qard} adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari 
ma>l mithli> untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau 
dengan kata lain, qard} merupakan perjanjian yang diperuntukkan 
untuk menyerahkan harta (ma>l mithli>) kepada orang lain dan 
kemudian harus dikembalikan sama seperti yang diterimanya.
11
 
3. Baitul Ma>l Wat Tamwil: 
Baitul Ma>l Wat Tamwil atau lebih dikenal dengan BMT adalah 
lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan konsep bagi hasil, 
menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat 
derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. 
Baitul Ma>l Wat Tamwil terbagi menjadi dua suku kata, Baitul Tamwil 
dan Baitul Ma>l. Baitul Tamwi>l (rumah pengembangan harga), 
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 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 67. 
 


































melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain 
dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 
kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Ma>l (rumah harta) menerima 
titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan 
distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
12
 
4. Usaha Mikro : 
Usaha mikro atau usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Dalam 
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 
yang berkeadilan, usaha mikro hadir untuk mewujudkan perekonomian 
yang adil juga berkontribusi dalam peciptaan dan penyerapan lapangan 
kerja. 
H. Sistematika Penulisan 
Agar penelitian ini dapat disajikan dengan baik dan memudahkan 
dalam penulisan dan pemahaman, maka membutuhkan sistematika 
penulisan yang baik. Oleh karena itu penelitian ini dibagi menjadi 
beberapa bab yang didalam setiap babnya terdapat beberapa sub bab. 
Sehingga penulis dan pembaca bisa memahaminya dengan mudah. 
Adapun sistematika penulisannya adalah: 
BAB pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari 
beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan 
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 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, 
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masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir 
sistematika penulisan.  
BAB Kedua adalah kerangka teoritis atau kerangka konseptual 
yang membahas dasar-dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang 
ada pada penelitian.Dalam hal ini peneliti menggunakan teori tentang 
Pembiayaan Qard}ul hasan , Baitul Maal Wat Tamwil, dan Pengembangan 
Usaha Mikro. 
BAB Ketiga adalah data penelitian yang memuat deskripsi data 
yang berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif dalam artian 
tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam penelitian ini akan dimuat 
terkait dengan gambaran umum tentang BMT NU Cabang Kota Sumenep, 
Konsep Pembiayaan Qard}ul hasan  di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
dan Program Pengembangan Usaha Mikro oleh BMT NU Cabang Kota 
Sumenep. 
BAB Keempat adalah pembahasan, BAB ini berisi tentang 
penerapan pembiayaan qard}ul hasan  dalam mengembangkan usaha 
mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep dan penerapan pembiayaan 
qard}ul hasan  di BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
BAB Kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 
hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan di BMT NU 
Cabang Kota Sumenep dalam praktek pembiayaan qard}ul hasan  untuk 
pengembangan usaha mikro. 
 






































































      BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Pembiayaan 
1. Definisi Pembiayaan 
Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi 
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 
Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
13
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
14
 
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
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Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama 
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41. 
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(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan 
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 
pihak lain (ijarah wa iqtina).
15
 
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pembiayaan merupakan sebuah fasilitas pendanaan atau penyedia dana 
baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan syarat pihak 
yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada 
jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun 
tanpa imbalan dan bagi hasil. 
Dalam pelaksanaan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) harus memenuhi: 
a. Aspek Syar‟i, yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan 
kepada para nasabah, LKS harus tetap berpedoman pada 
syariat Islam (mempertimbangkan beberapa unsur 
sepertimaisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus 
halal). 
b. Aspek Ekonomi, yaitu disamping mempertimbangkan hal-
hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan 
perolehan keuntungan baik bagi LKS maupun bagi nasabah. 
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Selain itu, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabahdan 
musyarakah; 
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 
beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam 
dan istishna’; 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; 
dan 
e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi 
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 




2. Prinsip Analisis Pembiayaan. 
 Sepeti pembahasan diawal bahwa prinsip merupakan suatu aspek 
yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. 
Sedangkan prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman 
yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam 
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melakukan analisis pembiayaan. Berikut ini merupakan pedoman-




a. Character (Karakter atau watak nasabah). 
 Characterartinya sifat atau karakter nasabah. Hal yang perlu 
ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah 
bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang 
nasabah kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Dengan 
adanya penilaian karakter lembaga keuangan syari’ah ini berfungsi 
untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
b. Chapacity. 
 Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan 
usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan 
pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini 
bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu 
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 Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, 
dalam hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila 
debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika 
debiturnya perorangan.
18
Semakin besar modal sendiri dalam 
perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam 
menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa 
yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan 
modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya 
tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. 
d.Collateral. 
 Collateral merupakan jaminan yang telah dimiliki dan yang 
diberikan oleh peminjam kepada lembaga keuangan syariah. 
Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, yaitu lokasi dan bukti 
kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya 
berbentuk jaminan pribadi, tetapi dapat berbentukletter of 
guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. Penilaian 
terhadap collateral dapat ditinjau dari dua aspek: 
1) Aspek ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang 
digunakan. 
2) Aspek yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi 
syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. 
e.  Condition of economy. 
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Condition of economy artinya keadaan meliputi situasi 
perekonomian akibat dari kebijakan dari pemerintah dan 
politik luar negeri. Penilaian terhadap kondisi ekonomi 
dapat dilihat dari: 
1) Keadaan konjungtur. 
2) Peraturan-peraturan maupun ketetapan-ketetapan pemerintah. 
3) Situasi politik. 
4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.  
Penilaian pembiayaan dapat menggunakan analisis 7P 
sebagai berikut: 
1) Personality (kepribadian nasabah), yaitu memberikan 
penilaian kepada  nasabah dari kepribadian atau tingkah 
laku sehari-hari maupun kepribadian masalalu. 
2) Party (klasifikasi nasabah), yaitu mengkalsifikasikan 
nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan 
tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 
3) Purpose (tujuan nasabah), yaitu memahami tujuan 
nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis 
pembiayaan yang diinginkan nasabah. 
4) Prospect (harapan kemajuan), yaitu menilai nasabah 
dimasa akan datang menguntungkan atau tidak, dengan 
kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 
 


































5) Payment (pengembalian), yaitu ukuran bagaimana cara 
nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil 
atau sumber dana untuk pengembalian pinjaman. 
6) Profitability (keuntungan), yaitu menganalisis 
bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 
7) Protection  (perlindungan), yaitu bagaimana menjaga 
agar pinjaman yang diberikan mendapatkan jaminan 




3. Macam-Macam Pembiayaan 
Secara garis besar produk pembiayaan syariah 
terdiri dari 3 kategori yang dibedakan berdasarkan 
tujuan penggunaannya, yaitu sebagai berikut: 
a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk 
memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip 
jual beli.  
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk 
mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip 
sewa-menyewa. 
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c. Transaksi pembiayaan untuk kerjasama yang 
ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang 
dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
20
 
Berikut ini macam-macam pembiayaan oleh bank 
syariah: 
1) Al-Musyarakah 
 Yaitu pembiayaan yang berdasarkan prinsip 
bagi hasil, merupakan akad kerja sama dua pihak 
atau lebih untuk melakukan usaha bersama. Masing-
masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan 
keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan. 
2) Al-Mudharabah 
Yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip 
penyertaan modal artinya akad kerja sama dimana 
bank syariah membiayai seluruh modal dan nasabah 
sebagai pengelola. Pembagian keuntungan dituang 
dalam kontrak yang disepakati sebelumnya. 
3) Bai’ Al-Murabahah 
Yaitu kegiatan jual beli barang. Pembiayaan 
ini meliputi penentuan harga pokok ditambah 
keuntungan yang diharapkan oleh nasabah dan 
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(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 68 
 


































dibiayai oleh bank. Pembayaran oleh nasabah 
dilakukan secara cicilan sesuai dengan jangka waktu 
usaha. 
4) Ijarah 
Yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan 
sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya 
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 
disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut 
ijarah wa iqtina. 
5) Qard}ul Hasan 
Pembiayaan atas dasar qard} (pinjaman 
uang). Pinjam-meminjam adalah memberikan 
sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil 
manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan 




B. Qard}ul Hasan 
1. Pengertian Qard{ul Hasan 
Secara etimologi, qard{ berarti potongan. Sedangkan 
pengertian secara terminology, qard{ merupakan pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang 
sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan atau tambahan.
22
 Di dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi 
Perbankan Syariah Indonesia) bahwa akad qard} dalam Lembaga 
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Keuangan Syariah terdiri dari dua macam; akad qard} yang berdiri 
sendiri untuk tujuan sosial  dan akad qard} yang dilakukan sebagai 
sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain menggunakan akad-
akad mu‟awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam 
produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 
Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk 
tujuan komersial. 
Qard{ secara bahasa merupakan bentuk masdar dari 
qarad}a asy-syai‟ yaqriduhu, yakni maknanya al-qarad}u yang 
berarti memutuskan. Harta yang disodorkan pada orang yang 
berhutang disebut qard{, karena merupakan potongan dari harta 
orang yang memberikan hutang.
23
 
Dalam kamus fiqih, qard{ hasan sama dengan qarad{ 
hasan yang artinya pinjaman yang baik yaitu mengembalikan 
pinjaman lebih besar dari yang dipinjam sebelumnya dengan ikhlas 
tanpa ada rasa kecil hati untuk mengembalikannya. Sementara itu 
didalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 pinjaman yang baik 
merupakan pengertian dari kata qard{an hasanan, namun kata 
yang lebih banyak digunakan di kalangan para ahli adalah qard{ul 
hasan yang artinya kegiatan proses penyaluran dana dalam bentuk 
pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak 
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peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau 
cicilan dalam waktu tertentu.
24
 
Dalam pengertian lain, qard{ul hasan pinjaman tanpa laba 
(Zero-return). Al-Quran sangat menganjurkan kaum muslimin 
untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam 
hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya tanpa membayar 
laba, namun diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.
25
 
Selain itu, qard{ul hasan juga disebut akad ta‟awuniah 
yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.
26
 Namun 
Rasulullah SAW menggalakkan agar para sahabat memberikan 
profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan 
dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu 
muamalah yang baik.  
Para ahli fiqih, secara syar’i mendefinisikan qard{ adalah 
sebagai berikut: 
a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan 
bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu 
diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam 
kepunyaan dalam baik hati. 
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 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan 
Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 43   
25
 Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek&Prospek, 
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b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan bahwa qard{ adalah 
pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran 
kembali tidak berbeda atau setimpal. 
c. Menurut Madzhab Hambali, qard{ adalah pembayaran uang ke 
seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan 
kembalian sesuai dengan padanannya. 
d. Menurut Madzhab Syafi’i, qard{ adalah memindahkan 
kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan kemudian 
membayar kembali kepadanya. 
Qard{ul hasan merupakan suatu transaksi peminjaman 
lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang 
tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat 
pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau 
jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman 
tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap 
pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu tertentu telah 
ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas 
kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan 
kepada pemilik pinjaman.\ 
 
2. Dasar Hukum Qard{ul Hasan 
 


































Dasar hukum qard{ul hasan itu mubah (boleh), yang 
didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (ta‟awun 
„ala al birri).
27
 Berikut ini merupakan sumber hukum dari qard{ul 
hasan: 
a. Al Quran. 
1) Al-Baqarah ayat 245 
  ۚ ريًَة ِث ا َك اًف َع ْض ُه َأ ُه َل َف اِع َض ُي ا فَ  ًن َس ا َح ْرًض َّللََّ قَ  ِرُض ا ْق لَِّذي يُ  ا ا ْن َذ َم
ونَ  ُع ْرَج ِه تُ  ْي َل ُط َوِإ ُس ْب ُض َويَ  ِب ْق َّللَُّ يَ   َوا
Artinya: ―Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan 
Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran 
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya 
lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah:245)‖
28
 
Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang 
yang memberi pinjaman (al-qard{) itu sebenarnya ia 
memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk 
membelanjakan harta dijalan Allah. Selain meminjamkan 
harta kepada Allah, manusia juga diperintahkan untuk 
meminjamkan kepada sesama manusia untuk memenuhi 
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fungsinya sebagai anggota masyaakat (civil society). 
Kalimat ―Qard{an Hasanan‖ dalam ayat di atas berarti 
pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya 
adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih 
serta taqdis (penyucian). 
Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian 
pinjaman di sini, yaitu ―pinjaman yang baik‖, dalam arti 
dengan niat yang bersih dan baik tapa ada niatan yang 
buruk, dengan kata lain ikhlas untuk membantu. Maka 
meminjamkan kepada Allah disini memiliki maksud yaitu 
Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus 
untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada 
Allah, sehingga ada jaminan darinya bahwa pinjaman itu 
kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang 
meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa ―Allah akan 
melipat gandakan‖ pembayaran itu kepadanya di dunia dan 
di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak. 
2) Al- Hadid ayat 11 
ِريٌ  ٌر َك ْج ُه َأ ُه َوَل ُه َل َف اِع َض ُي ا فَ  ًن َس ا َح ْرًض َّللََّ قَ  ِرُض ا ْق لَِّذي يُ  ا ا ْن َذ  َم
Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan 
 


































(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh 
pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid:11).
29
 
Ayat diatas hampir mirip dengan ayat sebelumnya, 
bahwa Allah memerintahkan manusia untuk 
membelanjakan atau meminjamkan hartanya dengan 
maksud untuk mengabdi kepada Allah SWT. Selain dengan 
meminjamkan kepada Allah, manusia juga diperintahkan 
untuk ―meminjamkan kepada sesama manusia‖, sebagai 
bagian dari kehidupan bermasyarakat dan Allah 
menjanjikan akan melipat gandakan ganjaran dan pahala 




Landasan qard{ul hasan dalam hadist di riwayatkan 
oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Artinya: ―Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman 
kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, 
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Kemudian dalam hadist lain juga diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Artinya: ―Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “Aku melihat pada waktu malam di israkan, pada 
pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard{ 18 
kali.”Aku bertanya: „Wahai Jibril mengapa qard{ lebih utama 
dari sedekah?‟ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu 
dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam 
kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah).
32
 
Hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan 
pinjaman kepada orang yang membutuhkan lebih utama 
daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak 
melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di 
jalan Allah dari pada orang yang bersedekah karena seseorang 
tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar 
membutuhkannya dan juga mengajarkan bahwa tolong 
menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa 
dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan 
sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang 
membutuhkannya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. 
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c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Qard{ 
Pengembalian dana qard{ sesuai dengan jumlah pokok 
yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama sesuai 
perjanjian. Biaya administrasi dibebankan kepada mustahik. 
Akan ada jaminan mustahik jika dipandang perlu, apabila 
mustahik qard{ membutuhkan dana tambahan (sumbangan) 
dengan suka rela. Mustahik meminta kepada LKS, tapi dengan 
syarat tidak diperjanjikan dalam akad pertama. Apabila 
mustahik tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dengan 
memastikan ketidakmampuannya oleh LKS, maka LKS dapat 
memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus 
(write off) sebagian/seluruh kewajibannya. 
3. Rukun-Rukun Qard{ul Hasan 
a. Dua pihak yang melakukan akad (aqidain)  
1) Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli tabarru‟ yaitu 
orang mempunyai hak untuk berdema, yaitu orang tersebut 
merdeka, baligh, berakal sehat dan mumayiz. 
2) Syarat bagi pihak yang mempunyai kelayakan melakukan 
transaksi dan kelayakan membelanjakan harta secara lisan, 
yakni orang yang merdeka, baligh, dan berakal sehat. 
b. Harta yang dihutangkan.  
 


































Syarat harta di hutangkan adalah:
33
 
1) Harta yang ada padanannya dipasaran (al-Maal al-Misli). 
2) Harta yang dihutangkan berupa benda.  
3) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.   
4) Shighat, artinya ijab qabul. Tidak ada perbedaan antara 
fukuha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan 
dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti 
kata ―Aku memberimu utang‖ atau ―Aku mengutangimu‖ 
demikian pula qabul sah dengan lafaz yang menunjukkan 




4. Syarat-Syarat Qard{ul Hasan 
a. Syarat bagi muqridh dan muqtaridh adalah ahliyatu al-
tabarru‟, orang yang mampu mengelola harta bendanya sendiri 
secara mutlak dan bertanggung jawab. Sehingga anak kecil dan 
orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan 
tidak ada paksaan.  
b. Syarat barang yang dihutangkan adalah barang yang 
bermanfaat, bernilai dan dapat dilihat manfaatnya. 
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c. Syarat sighat harus menunjukkan kesepakatan kedua belah 




5. Manfaat Qard{ul Hasan 
a. Bagi Bank/ LKS  
Manfaat pembiayaan berdasarkan akad qard} bagi bank 
/ LKS adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana sosial 
termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial, serta peluang 
bank / LKS mendapatkan keuntungan dari jasa lain yang 
disertai pemberian fasilitas qard}. 
b. Bagi Anggota  
Manfaat transaksi pembiayaan qard} bagi anggota yaitu 
sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial. Selain 
itu bagi anggota, qard} merupakan sumber pembiayaan bagi 
yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan 
garansi dan pengambil alihan kewajiban. 
Selain itu, secara singkat manfaat qard} bagi 
masyarakat dan bank syariah sendiri adalah sebagai berikut:  
1) Membantu anggota dalam kesulitan dengan memberikan 
dana talangan jangka pendek. 
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2) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah / 
LKS untuk mengembangkan usahanya, sehingga 
merupakan misi sosial bagi bank syariah / LKS dalam 
membantu ekonomi masyarakat miskin. 
3) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang 
dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank 
syariah.  
4) Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah /  
LKS, karena bank syariah / LKS dapat memberikan 
manfaat kepada masyarakat golongan miskin.
36
 
C. Usaha Mikro. 
Usaha mikro atau usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif 
yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Dalam 
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 
yang berkeadilan, usaha mikro hadir untuk mewujudkan perekonomian 
yang adil serta turut berkontribusi dalam peciptaan dan penyerapan 
lapangan kerja. Dalam UU No 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, 
usaha kecil dan menengah ada beberapa perbedaan pengertian antara 
usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu: 
1. Usaha Mikro  
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Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan atau badan usaha perorangan. Ciri dari usaha mikro 
ini yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak 
termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp. 300 juta. 
Dalam artikel Fatich (2015) menjelaskan ciri-ciri usaha 
mikro yaitu Jenis barang / komoditi usahanya tidak tetap, sewaktu-
waktu dapat berganti; Tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-
waktu dapat pindah tempat; Belum melakukan administrasi 
keuangan yang sederhana sekalipun; Tidak memisahkan keuangan 
keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya 
(pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; 
tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum 
akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses 
ke lembaga keuangan non bank; pada umumnya tidak memiliki 
izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.  
Adapun Jenis- jenis usaha mikro yaitu; 
a. Usaha tani (pemilik dan penggarap) perorangan, peternak, 
nelayan dan pembudidaya;  
b. Home Industry (Industri makanan dan minuman, industri 
meubel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi 
pembuat alat-alat);  
 


































c. Usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima serta pedagang 
di pasar dll.;  
d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;  




2. Usaha Kecil. 
 Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha tanpa terikat kepada anak perusahaan maupun lembaga 
usaha lainna. Ciri dari usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih 
dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak 
termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 miliar (UU 
No 20 Tahun 2008).  
3. Usaha Menengah. 
Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha 
kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan. Ciri dari usaha ini memiliki kekayaan bersih 
lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak  Rp. 10 miliar 
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tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 
50 miliar. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU 
ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki 
oleh sebuah usaha (UU No 20 Tahun 2008) . 
D. Pengembangan Usaha 
Menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Pasal 1, yang 
dimaksud dengan ―Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan 
untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.‖  
Scumpeter bahwa pengembangan adalah perubahan spontan dan 
terputus-putus senantiasa mengubah dan mengganti situasi 
keseimbangan untuk waktu sebelumnya. Serta dikemukakan oleh 
Kellog bahwa pengembangan sebagai suatu perubahan dalam diri 
orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja efektif. 
Menurut Iskandar Wiryokusumo, pengembangan adalah upaya 
pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara 
sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka 
memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan 
suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan 
 


































dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuannya, 
sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, 
meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesama, maupun 
lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 
manusiawi yang optimal dan prbadi yang mandiri.
38
 
Begitu pula menurut Gauzali Saydam, pengembangan merupakan 
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan agar pengetahuan, 
maupun keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang 
mereka lakukan.
39
 Disisi lain Bone, mengatakan bahwa pengembangan 
adalah memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan, 
dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi 
perluasan pemeliharaan.
40
 Sedangkan dalam kamus besar bahasa 
indonesia menyatakan bahwa pengembangan adalah cara atau hasil 




Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk 
memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan 
datang memberikan informasi, pengarahan, pengaturan, dan pedoman 
dalam pengembangan usaha. 
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Berkaitan dengan pengembangan usaha, pihak pengusaha maupun 
pengelolanya yang memiliki tanggung jawab besar dalam 
mengembangkan usahanya tersebut. 
Lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diuraikan bahwa 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memfasilitasi 
pengembangan usaha dalam beberapa bidang, yaitu:  
1. produksi dan pengolahan,  
2. pemasaran,  
3. sumber daya manusia, dan  
4. desain dan teknologi. 
Beberapa upaya yang dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah adalah sebagai berikut:  
1. Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif 
bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil, antara lain 
meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih berorientasi 
pada pengembangan usaha, seperti fasilitas infrastruktur (sarana 
transportasi, komunikasi dan sebagainya), kebijakan moneter dan 
keuangan (misal: kredit berbunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas 
perpajakan, pendidikan umum, pengembangan tekonologi, serta 
kebijakan persaingan yang sehat.  
2. Menghilangkan monopoli, terutama pada industri hulu. Juga 
menghilangkan kolusi yang dapat mendorong munculnya 
 


































monopoli. Dengan adanya monopoli ini usaha kecil akan sulit 
untuk tumbuh dan berkembang. 
3. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar 
dengan didasarkan saling menguntungkan ke dua belah pihak. 
Peningkatan efisiensi usaha, mengingat persaingan usaha semakin 
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Metode penelitian adalah suatu kumpulan kegiatan, prosedur dan 
peraturan yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu atau secara 




A. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode 
penelitian kualitatif deskriptif.Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada objek 
penelitian, dan sumber-sumber yang tersedia yaitu dengan wawancara. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 
deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat didalam 
lapangan kemudian  menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan 
dari penelitian ini.
44
 Sedangkan pengumpulan data dapat berupa 
sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu: 
1. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari 
sumber dan hasil penelitian lapangan. Untuk bisa memperoleh data 
primer ini penulis melaksanakan observasi dan wawancara secara 
langsung ke pihak BMT NU Cabang Kota Sumenep diantaranya 
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adalah Salman Al-Fariziy sebagai kepala cabang, Erfan Efendi 
sebagai bagian tabungan dan Agung Bestari bagian pembiayaan 




2. Data sekunder atau yang sering disebut data tidak langsung adalah 
data-data yang diperoleh dari mengumpulkan data melulaui studi-
studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengambil data 
dengan topic penelitian dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan lain-
lain yang berkaitan dengan materi penulisan tugas akhir ini. 
46
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 
langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Dalam hal ini lokasi observasi adalah di BMT NU 
Cabang Kota Sumenep. 
2. Wawancara 
Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara 
untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan melalui 
observasi. Wawancaea dilakukan kepada pihak-pihak yang 
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kompeten di bidangnya agar sesuai dengan permasalahan yang 
sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Untuk 
penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa 
pihak yang ada di BMT NU Cabang Kota Sumenep seperti Salman 
Al-Fariziy sebagai kepala cabang, Erfan Efendi sebagai bagian 
tabungan, Agung Bestari bagian pembiayaan dan nasabah 
pembiayaan LASISMA serta bagian lain yang terkait dengan 
penelitian ini.  
Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 
beberapa anggota yang mengambil pembiayaan qard}ul hasan 
pada BMT NU Cabang Kota Sumenep. Dengan metode ini penulis 
berusaha mengkaji peranan qard}ul hasan terhadap peningkatan 
usaha mikro. 
Dari segi status identitas semua responden yang diwawancarai 
telah menikah. Sedangkan dari segi usia dominan responden adalah 
mereka yang berada pada usia produktif yaitu 25 sampai 40 tahun 
meski tidak pula sedikit nasabah pada BMT yang telah berusia 
diatas 40 tahun.  Adapun jika dilihat dari identitas pekerjaan, 
mereka adalah pelaku usaha mikro yang sejak dulu sudah ada 
keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya tetapi 
terhalang karena mereka kekurangan modal. 
 
Tabel 3.1  
 


































Kelompok Nasabah Pembiayaan LASISMA Di Desa Marengan
47
 
NO NAMA JENIS USAHA UMUR PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
STATUS 
1 Laili  
Mayati 








3 Sulastri Toko Campuran 28 Madrasah Aliyah 
(MA) 
Menikah 
4 Khotimah Menjual Roti dan 
Kerupuk 
34 Madrasah Aliyah 
(MA) 
Menikah 







Dokumentasi adalah suatu teknik peneltian yang diambil dalam 
bentuk foto yang akan dicantumkan untuk data tambahan yang 
digunakan untuk memperkuat pengumpulan data. 
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C. Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola 
menggunakan penelitian deskriptif analisis.Jadi penelitian ini, dalam 
deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak 
pada analisis hubungan antara variable. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik 
pengolahan data sebagai berikut: 
1. Editing, adalah pengecekan atau pemeriksaan kembali dari semua 
data yang telah penulis peroleh terutama dari segi kelengkapannya, 
kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi 
dengan penelitian.
48
 Dalam hal ini penulis akan mengambil data 
yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja. 
2. Organizing, adalah menata atau menyusun kembali data yang telah 
di dapat dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan 
rumusan masalah secara sistematis.
49
 Penulis melakukan 
pengelompokan data yang dibutuhkan untuk di analisis dan 
menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan 
penulis dalam menganalisis data. 
3. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah 
diperoleh oleh penulis dan penelitian untuk memperoleh 
                                                          
48






































kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang 
akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah
50
. 
D. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh oleh penulis baik dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami 
oleh diri sendiri maupun orang lain.
51
 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang cenderung 
menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang 
diperoleh
52
. Data kualitatif digunakan untuk analisa data deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Metode induktif 
adalah bermula dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit yang 
kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
53
 
 Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap 
jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 
dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 
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pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap 
kredibel yang disebut data collection.
54
 
 Data-data yang sudah dikumpulkan yaitu data collection akan 
direduksi yaitu dilakukan dengan cara mengurangi data yang tidak 
sesuai dengan focus penelitian. Setalah data direduksi, data di display 
yaitu dibedakan berdasarkan jenis klarifikasi yang telah ditentukan. 
Data yang sudah direduksi dan di display, maka tahap selanjutnyaa 
dalah verification / mengkroscek data yang ada dengan kebenerannya 
setelah itu penarikan kesimpulan.  
 Sedangkan dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan 
teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau perbandingan terhadap data.
55
 Peneliti melakukan 
triangulasi data dengan cara cross check data antara hasil observasi 
dengan data sekunder, hasil observasi dengan hasil wawancara dan 
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1. Sejarah Berdirinya BMT NU Cabang Kota Sumenep 
BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi 
masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan 
Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada 
peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka  cukup 
  tinggi,   hal   ini sesuai   dengan   lagu    madura asapok angen 
abantal ombek (berselimut angin dan berbantal ombak). 
Adalah Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk 
pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu 
meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul 
Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. 
NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang 
waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah 
Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga 
Perekonomian mencanangkan Program Penguatan Ekonomi 
Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mardhatillah. 
 Sudah barang tentu keninginan tersebut diperlukan adanya upaya 
secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai 
masalah  ekonomi warga. 
Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah 
dilakukan oleh Lembaga Perekononomian MWC NU Gapura, diawali 
dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang Bersama 
 


































Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi 
Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 Nop. 2003), Lokakarya 
Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004 ) dan Lokakarya 
Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU) . 
Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang 
sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, 
lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan tekhnologi. Selanjutnya 
peserta lokakarya sepakat bahwa  yang perlu pertama kali dientaskan 
adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini 
kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para 
pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha 
mereka.  
Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, 
menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di 
bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat 
dari sebuah keprihatinan semakin merajelelanya peraktek rentenir. 
Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang 
kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik 
rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen 
dalam sebulan. 
Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU 
Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk 
 


































mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu 
alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali 
dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah 
gunakan.  Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU 
bersama–sama dengan  peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk 
mendirikan sebuah usaha simpan pinjam   pola syari’ah yang  diberi 
nama BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ).  
Hanya saja, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus MWC NU 
Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. 
Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi 
BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan 
nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas 
Koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa Nama Nahdlatul Ulama 
tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya idzin tertulis 
dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.. 
Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas 
BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, 
prospek yang bagus  serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal 
ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah 
jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya 
tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara Masyudi 
sebagai Ketua merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara. 
 


































Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya 
adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT NU.  Sebab di 
awal berdirinya, dari  36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat 
untuk mendirikan BMT NU hanya 22 ( dua puluh dua) orang  yang 
bersedia membayar simpanan Anggota dan hanya terkumpul modal 
awal sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus Ribu rupiah) dan hanya 
mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama 
sekaligus sebagai pendiri. Ke dua puluh dua orang pendiri tersebut 
yaitu : KH. Moh. Ma’ruf ( Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), 
KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs. 
Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), 
Moh. Syahid ( Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam 
Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruri 
(Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura 
Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), 
Abd. Rasyid (Gapura Timur),  H. Faidul Mannan (Mandala), 
Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi’udin (Baban), K. 
Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi 
(Andulang). 
Kenyataan ini, mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras 
guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang 
dilahirkan benar – benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha 
kecil dan menengah dan simpanan meraka akan aman dan 
 


































menentramkan karena dikelola secara profesional  dan   bebas   dari 
praktik Riba yang diharamkan oleh Allah SWT. 
Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 
2 (dua) orang benar – benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total 
untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang 
diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro.  Oleh 
karenanya, pengurus hampir tiap malam door to door ke rumah 
masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota 
BMT.  Siang sampai sore hari pengurus mencari peminjam sekaligus 
menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari 
penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. 
Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan 
image masyarakat terhadap perjalanan Koperasi yang seringkali  mati 
ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan 
 banyak koperasi yang ujung – ujungnya hanya menguntungkan  
pengurusnya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi 
pengurus dalam meyakinkan masyakat agar mau bergabung dan 
menabung. 
Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum 
banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp, 
400.000 diawal berdirinya ( 1 juli 2004) sampai dengan Desember 
2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,-  dengan laba  bersih 
yang diperoleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak 
 


































dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus 
sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal 
berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta 
tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi 
kemajuan BMT NU. Sementara itu, anggotanya dari 17 orang hanya 
meningkat menjadi 33 orang. 
Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka 
pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi 
yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada 
tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor 
: 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 
503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 
02.599.962.4-608.000  dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah 
( KJKS ) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan 
BMT NU 
2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur 
Visi: Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan professional 
sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju 
terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2016 untuk kemandirian 
dan kesejahteraan anggota. 
Misi: 
a. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota 
sebagai pilihan utama 
 


































b. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni 
dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang 
professional dan amanah 
c. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang 
berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada 
tahun 2026 
d. Mengutamakan penghimpunan daa atas dasar ta’awun dan 
penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara 
perseorangan maupun berbasis jamaah 
e. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah 
dan wakaf 
f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkwalitas, 
professional dan memiliki integritas tinggi 
g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan 
sehat serta manajement yang sesuai prinsip kehati-hatian 
h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggan 
dalam mengabdi tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai 
perwujudan ibadah 
i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan 
dan jamaah 
3. Lokasi BMT NU Cabang Kota Sumenep 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang BMT NU 
Cabang Kota Sumenep Salman Alfarisi, lokasi BMT NU Cabang Kota 
 


































Sumenep berada di Jl. Hos. Cokroaminnoto No. 7, Kelurahan 
Pajagalan Kecamatan Kota Kab. Sumenep. Kode Pos 69417. 
4. Jam Kerja BMT NU Cabang Kota Sumenep 
Menurut hasil wawancara dari Bapak Akbar, jam kerja yang 
diberlakukan di BMT NU Cabang Kota Sumenep adalah sebagai 
berikut 
Hari Buka : Senin-Sabtu 
Jam Buka : 07.30 WIB 
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6. Produk Tabungan di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
a. Simpanan Anggota (SIAGA) 
Simpanan anggota adalah tabungan yang disediakan untuk 
seseorang yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT 
NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU 
(Maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% 
sebagai dana cadangan )dengan menggunakan akad musyarakah.  
b. Tabungan Mudharabah (TABAH) 
Tabungan mudharabah adalah tabungan yang bisa dilakukan 
setoran dan penarikan kapan saja dengan keuntungan bagi hasil 
40%. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah. 
c. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah) 
           DEWAN SYARI’AH 
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Simpanan pendidikan fathonah adalah simpanan untuk siswa 
dan orang tua yang ditujukan untuk meraih cita-cita pendidikan 
dengan bagi hasil 45% menggunakan akad mudharabah 
muthlaqah. 
d. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA) 
Simpanan haji dan umrah adalah simpanan yang ditujukan 
untuk mempermudah menunaikan haji dan umrah dengan 
keuntungan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah 
muthlaqah. 
e. Tabungan Ukhrawi (TARAWI) 
Tabungan ukhrawi adalah simpanan sekaligus beramal tanpa 
kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan akan 
disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu 
menggunakan akad mudharabah muthlaqah. 
f. Simpanan Lebaran (SABAR) 
Simpanan lebaran adalah simpanan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari 
bagi hasil sebesar 55% menggunakan akad mudharabah 
muthlaqah. 
g. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) 
Simpanan berjangka wadiah berhadiah adalah simpanan 
dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan 
 


































memperoleh hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad 
wadiah yad al-dhamanah. 
h. Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH) 
Simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dengan 
keuntungan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah 
muthlaqah dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun. 
7. Produk Pembiayaan di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
a. Bai‟ Bits Tsamani Al-Ajil (BBA) 
Bai‟ bits tsamani al-ajil adalah pembiayaan dengan pola jual 
beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual 
berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 
bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan. 
 
b. Murabahah 
Murabahah adalah pembiayaan dengan pola jual beli barang. 
Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan 
kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan 
pembayaran pokok secara cash tempo / akhir jangka waktu. 
c. Mudharabah 
Mudharabah adalah pembiayaan seluruh modal kerja yang 
dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi 
hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan 
 


































bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu 
maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo. 
d. Musyarakah 
Musyarakah adalah pembiayaan sebagian modal kerja 
disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung 
berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai 
proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu 
maksimal 36 bulang dengan angsuran bulanan atau cash tempo.  
e. Al-Qard}ul Hasan 
Al-qard}ul hasan adalah pembiayaan dengan jasa seiklasnya 
(tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 
bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, dan atau cash tempo.  
f. Rahn (Gadai) 
Rahn (gadai) adalah pembiayaan dengan menyerahkan barang 
dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman 
dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa 
pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 
(tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti 
emas dan sebagainya.  
g. LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) 
Pembiayaan berbasis kelompok dikhususkan bagi masyarakat 
yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 
bulan. Dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo. 
 



































Melayani dan mengelola harta seperti mengumpulkan wakaf 
atau donasi dari para mitra atau anggota. 
B. Penerapan pembiayaan LASISMA  
Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 
baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang diterapakan 
di BMT NU merupakan pembiayaan yang berlandaskan pada 
pembiayaan Syariah. Pembiayaan Syariah dianggap oleh pihak BMT 
merupakan pembiayaan yang paling aman dalam hal meminimalisir 
kerugian dari kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 
Ketua BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
―kami disini memilih segala proses yang terkait dengan 
pembiayaan itu menggunakan sistem yang syariah. kenapa kita 
memilih itu? Karena itu sudah diajarkan oleh nabi kita. Dan itu 
menurut kami adalah sistem atau akad pembiayaan yang tidak 
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  BMT NU merupakan salah satu lembaga yang menerapkan 
sistem syariah dalam segala proses pembiayaan. BMT NU 
melaksanakan tradisi pembiayaan sesuai dengan apa yang telah 
diajarkan dalam agama Islam melauli Rasulullah SAW.  Islam 
mengajarkan penerapan pembiayaan yang adil atau tidak merugikan 
salah satu pihak. Kedua belah pihak yang menerima proses 
pembiayaan yang adil bisa menjalin kesepakatan kerjasama yang baik.  
 Pembiayaan syariah dilakukan dengan berbagai jenis akad 
pembiayaan. Salah satu dari akad pembiayaan tersebut adalah dengan 
menggunakan akad qard}ul hasan. Qard}ul hasan merupakan akad 
yang sering disebutkan dengan istilah akad tolong menolong. Hal ini 
dikarenakan dalam akad qard}ul hasan tidak diharapkan adanya 
imbalan dalam proses peminjaman. Akad Qard}ul Hasan memiliki 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad tersebut, yaitu 
Pertama, Syarat bagi muqrid}  dan muqtarid} adalah ahliyatu al-
tabarru‟, orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak 
dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk 
kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan. Hal ini telah 
diterapkan oleh BMT NU Cabang Kota Sumenep Seperti yang 
dikatakan oleh ketua BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
―Peserta yang boleh ikut dalam kelompok peminjaman modal ini 
haruslah yang sudah mendiri, mempunyai usaha sendiri. Dan 
harus ada tanda persetujuan dari pihak keluarga yang 
bersangkutan. Dan setiap anggota harus bisa memahami dan 
menerima atas kesepakatan yang disepakati antar pihak BMT 
 






































Kelompok penerima pinjaman modal dari BMT NU Cabang Kota 
Sumenep diwajibkan terdiri dari anggota yang punya usaha mandiri. 
Anggota kelompok perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak 
keluarga. Anggota yang mendapat pinjaman usaha wajib mempunyai 
usaha mandiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kelompok 
yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kelompok. 
Kedua, syaratnya adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan 
dapat dipergunakan. Barang yang diakadkan dalam proses peminjaman 
adalah barang yang dapat membantu pihak peminjam. Hal ini sesuai 
dengan yang terjadi pada proses penerapan akad Qard}ul Hasan di 
BMT NU Cabang Kota Sumenep. Kepala BMT NU Cabang Kota 
Sumenep mengungkapkan bahwa adanya program BMT NU ini bisa 
membantu kesulitan anggota dalam menjalankan usaha. 
―LASISMA itu tujuan utamanya gini, pertama untuk membantu 
usaha masyarakat menengah kebawah terutama usaha-usaha 
mikro. Jadi LASISMA itu sasarannya itu untuk membantu usaha 
masyarakat menengah kebawah atau usaha mikro. Dimana orang 
masyarakat menengah kebawah itu sulit untuk mengakses 
perbankan karena misalnya terkait dengan administrasi dan 
persyaratan. Lasisma merupakan program pembiayaan. 
LASISMA ini untuk membantu perekonomian masyarakat 
menengah kebawah dalam hal permodalan‖.
59
 
Program LASISMA bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 
mengembangkan usaha. Masyarakat yang dapat menjadi anggota 
dalam program LASISMA merupakan masyarakat menengah 
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kebawah. Oleh karena itu, jenis usaha yang bisa mendapat batuan 
modal melalui program ini merupakan jenis usaha mikro. Hal ini 
dilakukan untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat menengah 
kebawah yang memiliki kesulitan untuk mendapat pinjaman modal 
dari perbankan. Kesulitan-kesulitan tersebut bisa terkait dengan 
persyaratan atau kebutuhan administrasi. Program LASISMA BMT 
NU hadir untuk menjadi solusi yang memudahkan masyarakat 
menengah kebawah untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha 
dengan persyaratan yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh anggota. 
Kepala BMT NU Cabang kota Sumenep menyatakan beberapa hal 
terkait persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon anggota penerima 
program LASISMA : 
―Syaratnya itu harus berkelompok minimal 5 orang maksimal 20 
orang jadi sebenarnya dijaminkan dengan sistem tanggung 
renteng, sebenernya yang dijaminkan itu temennya sendiri jadi 
kalau misalnya ada yang gak bayar 1 ya harus urunan yang lain 
untuk menutupi angsuran tersebut. Karena ini kan wajib 
berkelompok, membentuk kumpulan minimal 5 orang maksimal 
20 orang dan radius maksimal itu 50 meter. Karena kumpulan 
ada hak wajib untuk berkumpul minimal 1 bulan 1 kali jadi kami 
tawarkan apa 1 mingguan atau setengah bulanan atau setiap 
bulan itu mereka yang milih‖.
60
 
Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota penerima 
program LASISMA BMT NU diantaranya adalah membentuk 
kelompok yang beranggotakan lima sampai dengan dua puluh orang. 
Setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap anggota lainnya. 
Solidaritas sangat diperlukan dalam kelompok ini. Hal ini dikarenakan 
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apabila dalam kelompok ada salah satu anggota yang tidak bisa 
membayar angsuran, maka akan ditanggung oleh anggota yang lain 
secara bersama-sama. Anggota kelompok yang tergabung juga harus 
beralamat yang tidak lebih dari radius 50 Meter. Tempat yang dipilih 
untuk berkumpul setiap minggu atau setiap bulan ditentukan oleh 
kesepakatan anggota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 
komunikasi antara anggota dan pihak BMT NU Cabang Kota 
Sumenep. 
BMT NU Cabang Kota Sumenep juga memberikan beberapa 
persyaratan lain yang perlu dipenuhi oleh calon anggota. Persyaratan 
tersebut berupa persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi. 
informasi ini disamapikan juga oleh salah satu anggota penerima 
program LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep : 
―Iya pertama kita terlebih dahulu harus bikin kelompok yang 
terdiri dari jumlah minimal 5 orang, dan harus ada yang siap jadi 
ketua kelompok, setelah terbentuk kelompok baru kita akan 
mendapat arahan dari pihak BMT terkait bagaimana segala 
prosesnya. Ya kita sama diminta untuk isi formulir terlebih 
dahulu, terus kita disuruh setor foto copy KTP, KK, Surat Nikah 
dan SIAGA (Simpanan Anggota)‖.
61
 
Anggota yang telah selesai membentuk kelompok selanjutnya akan 
diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi. Syarat administrasi 
yang harus dipenuhi setiap anggota adalah mengisi formulir, fotocopy 
KTP, KK, Surat Nikah, dan SIAGA (Simpanan Anggota). Semua 
dokumen tersebut wajib dipenuhi oleh anggota. Dalam formulir 
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keanggotaan calon penerima program LASISMA wajib mengisi data-
data terkait beberapa hal, seperti yang diungkapkan oleh salah satu 
anggota berikut ini. 
―Ya kita harus mengisi pernyataan terkait beberapa hal seperti 
alamat, pekerjaan, tentang seputar usaha kita dan biaya 
kebutuhan kita. Detailnya saya lupa, tapi ya intinya seputar itu 
tadi mbak. setelah itu biasanya kita disurvei kerumah mbak‖.
62
 
Formulir yag diberikan pada anggota berisi pernyataan atau data 
yang perlu diisi oleh anggota. Informasi tersebut terkait dengan alamat 
lengkap, pekerjaan, jenis usaha yang dijalankan, serta biaya kebutuhan 
atau pengeluaran anggota. Semua informasi tersebut perlu diisi selain 
untuk persyaratan administrasi juga sebagai bahan pertimbangan pihak 
BMT NU Cabang Kota Sumenep.  
Tahapan berikutnya setelah kelengkapan persyaratan admisitrasi 
adalah tahap survei. Pada tahapan ini petugas dari BMT NU Cabang 
Kota Sumenep akan mendatangi Rumah anggota. Petugas juga akan 
mensurvei seperti apa usaha yang dijalankan oleh calon penerima 
program LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep. Hal ini seperti 
yang disampaikan oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini. 
―Iya setelah di survey semua anggota itu, kita kumpul lagi 
semua, baru setelah itu ditentuin ketua kelompok terus setelah itu 
selesai dilakukan, kita dikasih penjelasan materi atau pendidikan 
dasar seputar kewirausahaan. Setelah itu kita juga dijelasin 
terkait dana pinjaman yang kita dapat. Pada saat itu juga kita 
menyepakati bersama terkait angsuran pengembalian pinjaman 
                                                          
62
 Sulastri, Wawancara, Marengan, 25 Februari 2020 
 






































Tahap survei dilakukan pada semua anggota kelompok. Setelah 
tahapan survei semua anggota akan diberikan beberapa pengarahan 
oleh petugas. Arahan tersebut berisi materi terkait kewirausahaan. Hal 
ini diberikan untuk menambah wawasan anggota kelompok untuk 
semakin termotivasi dan kompeten dalam mengembangkan usahanya. 
Selain itu dalam pertemuan ini juga akan disepakati terkait beberapa 
hal, diantaranya adalah terkait jumlah nominal dana pinjaman yang 
didapat anggota dan seputar kesepakatan terkait dengan pengangsuran, 
yaitu mulai dari waktu pengembalian, tata cara pengembalian, dan 
nominal angsuran pengembalian. 
Anggota bisa menerima dana pinjaman setelah semua tahapan telah 
dilaksanakan. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa anggota 
dapat menerima dana pinjaman sesuai dengan hasil survei yang 
diputuskan oleh pihak BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
―Setau saya ya mbak itu tergantung hasil survey dari jumlah 
pendapatan usaha kita. Karena disini kami 5 orang itu kan 
punya penghasilan dari usaha kami yang lumayan lah jadi kami 




Hasil survei akan menentukan jumlah nominal dana pinjaman yang 
akan diberikan BMT NU Cabang Kota Sumenep terhadap anggota 
kelompok penerima program LASISMA. Hasil tersebut didapat 
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melalui survei dari penghasilan usaha yang dijalankan oleh anggota. 
Hal ini untuk menjadi bahan acuan pihak BMT NU Cabang Kota 
Sumenep untuk mengukur kemampuan anggota dalam mengambil 
dana pinjaman modal usaha. Adapun jumlah pembiayaan yang 
diberikan oleh BMT NU Cabang Kota Sumenep kepada nasabah 
dimulai dari Rp.2.000.000,00 sampai Rp.5.000.000,00. Seperti yang 
dikatakan oleh Bapak Salman Al-Fariziy, yang mengatakan: 
―Cuma kalo dari kami ada 3 step plafon, untuk 12 bulan pertama 
itu maksimal Rp. 2.000.000 per orang. Untuk tahun kedua itu 
diatas 12 bulan sampai 24 bulan tahun kedua itu maksimal Rp. 
4.000.000. Baru nanti ditahun ketiga bulan ke 25 sampai 
keseterusnya itu maksimal Rp. 5.000.000‖.
65
 
Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Laili Mayati 
selaku ketua anggota kelompok pembiayaan LASISMA di Desa 
Marengan, yang menuturkan: 




Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah pembiayaan 
LASISMA di BMT NU Cabang Kota Sumenep berkisar antara 
Rp.2.000.000,00 sampai Rp.5.000.000,00. Qard}ul hasan merupakan 
pembiayaan yang juga disebut dengan akad ta‟awuniah yaitu 
berlandaskan prinsip tolong menolong. Jazaul ikhsan atau jasa 
seiklasnya yang diberikan anggota sepenuhnya merupakan hak 
anggota. Tidak ada paksaan dari pihak BMT untuk memberikan 
imbalan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Akbar 
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Syarif Hidayatullah sebagai juru LASISMA di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep, yang mengatakan :  
―Rata-rata kalo sekarang itu mereka ngasinya Rp. 20.000. Jadi 
dengan pinjaman Rp 2.000.000 mereka ngasih jasa 1% setiap 
kali angsuran. Kalo dulu itu ada yang ngasinya Cuma Rp 500 
emang ada, bahkan yang gak ngasi juga ada‖.
67
 
Hal ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Sulastri 
sebagai anggota kelompok LASISMA di Desa Marengan yang 
mendirikan usaha toko kecil, yang menyatakan: 
―Itu sudah kami sepakati di awal mbak, jadi per angsuran itu kita 
ngasih Rp.20.000 ke mas yang kesini‖.
68
 
Jazaul ikhsan atau jasa seiklasnya dalam akad pembiayaan qard}ul 
hasan murni tanpa paksaan dari pihak BMT NU Cabang Kota 
Sumenep. Setiap anggota boleh memberikan jasa atau tidak, tetapi 
yang terjadi dilapangan mereka biasanya menyepakati dan 
menyamakan besaran nominal jasa yang akan diberikan. 
   Pembayaran yang dilakukan terbilang tidak menyulitkan anggota, 
BMT NU Cabang Kota Sumenep menggunakan metode pembayaran 
dengan cara dijemput oleh pihak BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
Jangka waktu yang diberikan juga tergolong lama tergantung dari 
berapa besar pinjaman yang diberikan, tapi hal ini tetap disesuaikan 
dengan kemampuan tiap–tiap anggota pembiayaan. Mayoritas 
responden bekerja sebagai wiraswasta. Seluruh responden yang 
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mengambil pembiayaan qard}ul hasan mengaku bahwa mereka 
bergabung karena inisiatif sendiri. Salah satu narasumber yang 
merupakan salah satu karyawan BMT NU Cabang Kota Sumenep, 
menanggapai hal ini, beliau mengatakan metode pembayaran bisa 
dengan cara dijemput langsung oleh pihak BMT NU Cabang Kota 
Sumenep  karena selain memberikan kemudahan pada setiap nasabah 
juga pihak BMT NU Cabang Kota Sumenep dapat mengontrol 
langsung usaha yang dijalankan oleh setiap anggota. Berikut 
penuturannya : 
―karena pembiayaan qardul hasan ini adalah pembiayaan 
kelompok maka pembayarannya juga dilakukan perkelompok, 
pembayarannya biasanya dibayar setiap bulan, sesuai 
kesepakatan anggota yang diserahkan ke ketua rumpun masing-
masing, proses pembayaranyapun bisa dijemput oleh petugas 
BMT NU Cabang Kota Sumenep, sekaligus mengadakan 
kumpulan yang menjadi syarat dalam pembiayaan LASISMA 
ini. Di kumpulan itu acaranya pertama ada pembacaan sholawat 
nariyah 3 kali kemudian ditutup dengan surat Al-Insyirah 1 kali. 




LASISMA merupakan salah satu program pembiayaan yang 
menggunakan akad qard}ul hasan. Qard}ul hasan merupakan akad 
pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang ada di BMT NU Cabang Kota Sumenep bahwa setiap 
anggota LASISMA tidak memakai jaminan. Seperti yang diungkapkan 
oleh kepala cabang BMT NU Cabang Kota Sumenep yang 
mengungkapkan : 
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―Di BMT NU ini untuk program LASISMA memang tidak 
menggunakan jaminan seperti sertifikat dll, mereka hanya dituntut 
untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan 
jarak rumah beradius 50 m, dan bersedia untuk tanggung renteng. 
Jadi sebenarnya dijaminkan dengan sistem tanggung renteng‖.
70
  
―BMT mengeluarkan produk LASISMA pembiayaan tanpa 
jaminan dengan ketentuan untuk berkelompok.Apa tujuannya 
berkelompok? Ya untuk mengikat sesama anggota kelompok 
menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi missal ada yang gak 
bayar 1 ya ditanggung bersama. Kita juga membangun ikatan 




Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu anggota pembiayaan 
LASISMA yang ada di Desa Marengan yang menyatakan : 




Pembiayaan LASISMA dengan akad qard}ul hasan di BMT NU 
Cabang Kota Sumenep memang tanpa menyertakan jaminan. Mereka 
hanya harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan 
jarak rumah beradius 50 meter dan bersedia untuk tanggung renteng. 
Tanggung renteng yang dimaksudkan disini adalah mereka bisa 
menjamin bahwa teman anggota kelompoknya bisa mengembalikan 
pinjaman kepada pihak BMT. Dengan kata lain, mereka menggunakan 
kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu 
anggota kelompok LASISMA. 
Qard} dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam, 
yaitu akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial dan akad qard} 
yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain  
dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dana 
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qard} yang dipakai oleh BMT NU cabang kota sumenep merupakan 
dana yang dana nasabah. Berikut penjelasan dari Bapak Salman Al-
Fariziy: 
 
―Jadi yang kami kelola uang simpanan, jadi simpanan dari 
nasabah yang menabung disini itu kami kelola berupa pinjaman 
makanya disini namanya KSPPS Koperasi Simpan Pinjam 




Di BMT NU cabang kota sumenep dana yang dipakai oleh BMT 
untuk pembiayaan LASISMA merupakan dana yang berasal dari 
nasabah yang menyimpan di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
kemudian di kelola kembali berupa pinjaman. Keuntungan yang 
didapat dari pembiayaan LASISMA menggunakan akad qard}ul hasan 
yang berasal dari jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota 
dibagikan kembali kepada para nasabah yang menabung. Berikut 
penuturan Bapak Salman Al-Fariziy : 
―Jadi semua akumulatif nanti soalnya itu kan dana akumulatif. 
Kalo di qard}ul hasan  itu jazaul ikhsannya masuk.Jadi semua 
keuntungan-keuntungan rata-rata bahasa umumnya semuanya 
keuntungan. Keuntungan ini kemudian masuk ke kami kembalikan 
ke anggota sesuai dengan prinsip BMT, koperasi kami mengelola 





Keuntungan yang di dapat tersebut kemudian dibagikan kepada 
para nasabah yang menyimpan di BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
Sebagaimana dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa 
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koperasi mengelola dana dari anggota, dikelola oleh anggota dan 
keuntungannya kembali ke anggota. 
Kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak BMT NU 
Cabang Kota Sumenep menjadi daya tarik tersendiri baik di 
masyarakat setempat maupun yang sudah bergabung dalam lembaga 
keuangan yang dalam hal ini BMT NU Cabang Kota Sumenep  
Mengingat bahwa pengusaha mikro tidak dapat dijangkau oleh 
lembaga keuangan bank. Hal ini disebabkan karena pengusaha mikro 
tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi 
perekonomian yang lemah. 
C. Penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama’ah) 
melalui akad qard}ul hasan dalam mengembangkan usaha mikro 
di BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
Akad qard}ul hasan merupakan bentuk kontrak yang sifatnya 
saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan 
sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk 
dikelola oleh pihak kedua. Program qard}ul hasan merupakan program 
yang diberikan untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. 
Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha sangat 
mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha 
tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar 
maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannyapun 
meningkat. 
 


































Beberapa ciri-ciri usaha mikro diantaranya adalah, belum 
melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak 
memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya 
manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang 
mumpuni, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya 
tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk 
NPWP. Berikut penuturan narasumber yang penulis wawancarai: 
―Kalo saya gak pake yang kayak begitu-begitu mbak, jadi satu 
aja sama uang yang dipake sehari-hari‖.
75
 
 Pelaku usaha mikro memang pada umumnya berasal dari orang 
yang berasal dari pendidikan yang relatif rendah. Hal ini bisa saja 
menjadi penyebab para pelaku usaha ini tidak menyadari pentingnya 
untuk memiliki administrasi keuangan. Bantuan modal yang diberikan 
oleh BMT NU Cabang Kota Sumenep yang diberikan kepada 
kelompok pelaku usaha mikro bisa memberikan dampak positif 
terhadap bertambahnya penghasilan yang dihasilkan oleh kelompok 
pelaku usaha tersebut.  
Ibu Laili Mayati, membuka usaha dengan menjual jajanan seperti 
roti dan lain-lain, telah menjadi anggota sejak 7 bulan yang lalu di 
BMT NU Cabang Kota Sumenep, berikut penuturannya: 
―dulu saya bingung mau cari tambahan modal dimana, 
karena jika keuntungan dari jualan yang saya harapkan 
maka usaha saya tidak akan maju, sedangkan kebutuhan 
keluarga makin hari makin banyak, tapi setelah saya 
bergabung di BMT dan mengambil pembiayaan Qard}ul 
hasan, alhmadulillah saya dapat tambahan modal dan bisa 
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Ibu Molyani, melakukan usaha dengan cara menjual kerupuk yang 
dibuatnya sendiri, telah bergabung menjadi anggota sejak 7 bulan yang 
lalu di BMT NU Cabang Kota Sumenep, berikut penuturannya: 
―saya dulunya jual kerupuk itu seadanya mbak, jadi kalo ada 
uang buat modal ya buat satu macam kerupuk. Sekarang, dengan 
adanya tambahan modal saya bisa buat beberapa macam kerupuk 




Ibu Sulastri, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT NU 
Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, melakukan usaha 
mendirikan toko kecil berikut penuturannya: 
―Digunakan buat nambah dagangan yang saya jual mbak, jadi 
lebih banyak macemnya. Sekarang saya juga jual sosis. Sekarang 
ya syukurnya tambah rame mbak, mungkin karena jualan saya 
juga tambah banyak ya‖.
78
 
Ibu Khotimah, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT 
NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, yang mempunyai usaha 
berjualan roti dan krupuk, berikut pernyataannya: 
―Yaa untuk modal ngulak roti sama bahan buat krupuk lebih 
banyak mbak. Sekarang ini yaa Alhamdulillah saya bisa ngambil 
rotinya agak banyak jadi toko yang saya masukin roti sama 
krupuk ya nambah mbak, saya nyoba nyari-nyari toko baru yang 




Ibu Sri Mujiati, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT 
NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, yang mempunyai usaha 
berjualan terang bulan, berikut pernyataannya: 
―sebelum mendapatkan pembiayaan, saya jualan terang bulan 
pake meja di depan rumah mbak, setelah mendapatkan 
pembiayaan saya beli gerobak buat jualannya. Sekarang juga 
sudah ada lampunya jadi orang tertarik yang mau beli‖.
80
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Dengan adanya bantuan modal dari BMT NU Cabang Kota 
Sumenep yang diambil dari pembiayaan qard}ul hasan maka tentu saja 
para nasabah akan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan 
pendapatannya sehingga mampu melakukan pengembalian pinjaman 
pembiayaan pada BMT NU Cabang Kota Sumenep tepat waktu.  
Pengembangan usaha adalah segala bentuk upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah, dan dunia usaha melalui pemberian fasilitas, 
bimbingan, pendampingan yang diharapkan bisa menumbuhkan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro. Dalam hal ini 
BMT NU Cabang Kota Sumenep mengambil andil untuk membantu 
memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan bantuan modal 
kepada pelaku usaha mikro. Hal ini disampaikan oleh ketua cabang 
BMT NU Cabang Kota Sumenep, yang menyatakan: 
―Makanya kami sebenarnya menyediakan layanan LASISMA ini 
untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah 
dalam hal permodalan. Jadi mereka yang tidak bisa mengakses 
perbankan itu kami fasilitasi menggunakan LASISMA, 




LASISMA memang diprogram khusus untuk membantu 
masyarakat pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal. Tak hanya 
dalam hal bantuan permodalan saja, BMT  NU Cabang Kota Sumenep 
juga memberikan bimbingan berupa pengetahuan terkait pembiayaan 
syariah maupun tentang kewirusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh 
ketua cabang BMT NU Cabang Kota Sumenep: 
                                                          
81
Salman Al-Fariziy, Wawancara, BMT NU Cabang Kota Sumenep, 20 Februari 2020.  
 


































―jadi sebelum membentuk kelompok itu ada namanya DIKDAS 
(Pendidikan Dasar) disana kami beri arahan tentang 
perkoperasian juga tentang ke-BMT-an juga tentang akad-akad 





DIKDAS (Pendidikan Dasar) diberikan kepada anggota di awal 
masa pembiayaan. DIKDAS ini diisi oleh perwakilan BMT NU 
Cabang Kota Sumenep yang kompeten dalam menyampaikan materi 
tentang perkoperasian, ke-BMT-an, akad-akad, permodalan, sektor 
usaha dan juga peluang usaha. Hal yang demikian juga disampaikan 
oleh anggota pembiayaan LASISMA, yang menyatakan: 
―iya mbak, kita dikasih penjelasan materi atau pendidikan dasar 
seputar kewirausahaan‖.
83
     
 
Banyaknya pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal dan 
juga kemudahan yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Kota 
Sumenep dalam peminjaman modal membuat anggota pembiayaan 
LASISMA meningkat sangat pesat dalam 3 tahun terkhir. 
Tabel 3.1  
Jumlah Nasabah dan Total Transaksi Pembiayaan LASISMA
84
 




1 2017 29 200.999.500 
2 2018 32 564.210.000 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Analisis penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis 
Jamaah) melalui akad qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep 
Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi 
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 
Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan 
bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua cabang BMT NU 
Cabang Kota Sumenep, Bapak Salman Al-Fariziy menuturkan bahwa 
segala bentuk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep semuanya merupakan pembiayaan yang berbasis syariah. 
 


































Termasuk salah satunya adalah pembiyaan LASISMA (Layanan 
Berbasis Jamaah) melalui akad qard}ul hasan yang ada di BMT NU. 
Semua prosedur maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
pembiayaan LASISMA menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan 
menggunakan prinsip syariah merupkan pembiayaan yang diajarkan 
oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem atau akad seperti itu, dipercaya 
tidak akan memberatkan salah satu pihak maka dari itu tidak ada pihak 
yang akan merasa dirugikan. Kedua belah pihak yang menerima dan 
memberikan pembiyaan yang adil bisa menjalin kesepakatan 
kerjasama yang baik. 
Abdul Ghofur Ansori di dalam bukunya yang berjudul perbankan 
syriah di Indonesia menjelaskan bahwa qard}ul hasan merupakan 
transaksi pembiayaan dengan cara memberikan harta kepada seseorang 
dengan akad ta’awuniah yang berarti berlandaskan prinsip tolong 
menolong.
85
 Jazaul ihsan atau jasa seiklasnya yang diberikan oleh 
anggota sepenuhnya adalah hak anggota. BMT NU tidak pernah 
memaksa anggota untuk memberikan imbalan. Hal ini selaras dengan 
hasil wawancara penulis dengan salah satu juru LASISMA yang ada di 
BMT NU dan dengan anggota pembiayaan LASISMA yang ada di 
Desa Marengan. Jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota kepada 
BMT NU rata-rata adalah 1% per bulannya, jadi dengan pinjaman Rp. 
2.000.000 anggota memberikan Rp 20.000. Hal ini juga sesuai dengan 
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yang dijelaskan oleh Muhammad dalam bukunya bahwa pinjaman 
yang baik yaitu mengembalikan pinjaman lebih besar dari yang 
dipinjam sebelumnya dengan ikhlas tanpa ada rasa kecil hati untuk 
mengembalikannya.
86
 Demikian itu sesuai dengan yang diajarkan 
Rasulullah, Rasulullah juga menganjurkan agar para sahabat 
memberikan profit sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah 
meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan oleh BMT NU 
kepada anggotanya itu adalah benar-benar suatu muamalah yang baik. 
Mengacu kepada hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala 
cabang BMT NU Cabang Kota Sumenep, beliau menuturkan bahwa 
anggota yang boleh ikut dalam kelompok peminjaman modal 
LASISMA haruslah yang sudah mandiri, dapat dibuktikan dengan 
mempunyai usaha yang dijalankan sendiri. BMT NU Cabang kota 
Sumenep sangat berhati-hati dalam memilih aggota yang akan 
diberikan pembiayaan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BMT NU 
Cabang Kota Sumenep dalam hal memilih anggota pembiayaan untuk 
mengurangi resiko adalah dengan cara pengajuan beberapa syarat 
kepada anggota. Syarat-syarat tersebut seperti pengisian formulir, 
mengumpulkan foto copy KTP, KK surat nikah dan buku SIAGA. 
Syarat-syarat tersebut bisa menjadi bahan acuan kepada pihak BMT 
NU bahwasanya calon penerima pembiayaan adalah orang yang benar-
benar sudah dewasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurul Ihsan 
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dalam bukunya yang mengatakan bahwa akad qard}ul hasan memiliki 
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam akad 
tersebut. Syarat bagi muqrid} dan muqtarid} adalah ahliyatu al-
tabarru‟ yaitu orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara 
mutlak dan juga bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat diartikan 
bahwa anak kecil dan orang gila tidak dapat masuk kedalam kategori 




LASISMA merupakan salah satu program pembiayaan di BMT 
NU yang dilakukan secara berkelompok melalui akad qard}ul hasan. 
Qard}ul hasan merupakan akad pembiayaan tanpa menggunakan 
jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT NU 
Cabang Kota Sumenep bahwa setiap anggota LASISMA tidak 
memakai jaminan. Seperti yang dikatakan oleh ketua cabang BMT NU 
Cabang Kota Sumenep bahwa mereka hanya harus membentuk 
kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 
m dan bersedia untuk tanggung renteng. Tanggung renteng yang 
dimaksudkan disini adalah mereka bisa menjamin bahwa teman 
anggota kelompoknya bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak 
BMT. Dengan kata lain, mereka menggunakan kepercayaan satu sama 
lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu anggota kelompok 
LASISMA. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Muhammad di 
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dalam bukunya yang menyatakan bahwa qard{ul hasan yang artinya 
kegiatan proses penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan 
tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan 
pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.
88
 
Pembiayaan LASISMA menggunakan akad qard}ul hasan yang 
ada di BMT NU Cabang Kota Sumenep sumber dananya merupakan 
dana nasabah yang menabung. Dengan kata lain, uang simpanan dari 
nasabah yang menabung di BMT NU Cabang kota Sumenep dikelola 
kembali melalui berupa pinjaman yang disalurkan salah satunya 
melalui pembiayaan LASISMA. Nasabah penabung yang uangnya 
digunakan untuk pembiayaan akan mendapatkan bagi hasil dari BMT. 
Keuntungan yang di dapat tersebut kemudian dibagikan kepada para 
nasabah yang menyimpan di BMT NU Cabang Kota Sumenep. 
Sebagaimana dengan yang dipaparkan oleh Osman Sabran bahwa 
prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi mengelola dana dari 




Proses penerapan akad qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep dalam bentuk program LASISMA bertujuan untuk 
membantu usaha masyarakat menengah ke bawah terutama pada 
usaha-usaha mikro. Sasaran utama LASISMA adalah pelaku usaha 




 Osman Sabran, Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba, (Johor Baru: 
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mikro yang membutuhkan bantuan modal. Pelaku usaha mikro dengan 
status ekonomi menengah kebawah sulit untuk mengakses perbankan 
dikarenakan beberapa hal, biasanya karena tidak dapat memeuhi 
administrasi dan persyaratan. Program LASISMA BMT NU hadir 
untuk menjadi solusi yang memudahkan masyarakat menengah 
kebawah untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha dengan 
persyaratan yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh anggota. BMT 
NU Cabang Kota Sumenep selalu menawarkan produk yang bisa 
memberikan manfaat pada masyarakat Kota Sumenep. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Nurul Ihsan dalam bukunya yang mengatakan 
bahwa syarat barang yang dihitungkan harus bermanfaat, bernilai, dan 
dapat dipergunakan.
90
 Barang yang diakadkan dalam proses 
peminjaman adalah barang yang dapat membantu pihak peminjam. 
Dian Kartika dalam skripsinya juga mengatakan bahwa nasabah BMT 
Syariah Makmur Bandar Lampung yang mengikuti pembiayaan 
qard}ul hasan adalah masyarakat yang mengalami kodisi kesulitan 
dalam ekonomi seperti halnya untuk biaya pendidikan dan kesehatan.
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Hal ini menjadi bukti bahwa dalam penerapan pembiayaan qardul 
hasan wajib memperhatiakan nilai dan manfaat atas barang yang 
dihutangkan terhadap muqtharid.  
 




 Dian Kartika, ―Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar 
Lampung‖, (Skripsi—UIN Raden  Intan Lampung, Lampung, 2018), 93. 
 


































B. Analisis penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis 
Jamaah) melalui akad qard}ul hasan dalam mengembangkan 
usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota 
LASISMA yang ada di Desa Marengan hal yang penulis tuturkan 
diatas adalah benar adanya. Semua anggota LASISMA tersebut berasal 
dari lulusan SMA, SMK dan MA, pendidikan yang relatif rendah 
tersebut dianggap bisa menjadi penyebab mereka kurang kompetitif 
dalam menjalankan usaha. Kebanyakan mereka tidak mengerti dengan 
apa yang disebut dengan administrasi keuangan bahkan yang paling 
sederhana, hal ini juga menjadi alasan mereka tidak memisahkan 
antara keuangan usaha denga uang yang dipakai kebutuhan keluarga 
sehari-hari. Semua usaha yang dijalankan oleh narasumber merupakan 
usaha yang berskala mikro, diantaraya ada yang membuka usaha toko 
jajan, ada juga yang membuat kerupuk, ada yang membuka toko 
campuran, ada yang menjadi penjual roti dan kerupuk, dan ada juga 
yang menjual terang bulan. Semua bentuk usaha tersebut termasuk 
kedalam usaha mikro. Hal ini selaras dengan penuturan Christea dan 
Muklis didalam bukunya menjelaskan bahwa ciri-ciri usaha mikro 
beberapa diantaranya adalah belum melakukan administrasi keuangan 
yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga 
dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) 
belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni, tingkat pendidikan 
 


































rata-rata relatif sangat rendah, umumnya tidak memiliki izin usaha atau 
persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
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BMT NU Cabang Kota Sumenep mengambil andil untuk 
membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan 
bantuan modal kepada pelaku usaha mikro. Dengan adanya bantuan 
modal dari BMT NU Cabang Kota Sumenep yang diambil dari 
pembiayaan qard}ul hasan maka tentu saja para nasabah akan bisa 
untuk meningkatkan pendapatannya untuk keperluan sehari-hari dan 
mampu melakukan pengembalian pinjaman pembiayaan pada BMT 
NU Cabang Kota Sumenep tepat waktu. Hal yang demikian 
disampaikan oleh anggota pembiayaan LASISMA yang ada di Desa 
Marengan. Ibu Laili Mayati sebagai ketua kelompok LASISMA di 
Desa Marengan yang membuka usaha dengan menjual jajanan seperti 
roti dan lain-lain mengaku bahwa dulunya dia bingung untuk mencari 
pembiayaan untuk tambahan modal dikarenakan kesulitan untuk 
mengakses perbankan. Dia menyadari bahwa jika mengandalkan 
penghasilan yang sebelumnya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan 
hidup keluarganya setiap hari. Setelah mendapatkan pembiayaan di 
BMT NU Cabang Kota Sumenep Ibu Liali Mayati dapat menambah 
produk jualannya sehingga bisa untuk menambah penghasilannya. Ibu 
Molyani sebagai salah satu anggota kelompok LASISMA di Desa 
Marengan membuka usaha dengan membuat kerupuk lalu menjualnya. 
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Menurut penuturannya Ibu Molyani dulunya menjual kerupuk hanya 
berdasarkan uang yang dimilikinya, misal uangnya hanya cukup untuk 
membuat satu macam kerupuk, beliau hanya menjual satu macam 
kerupuk tersebut. Setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU 
Cabang Kota Sumenep beliau bisa membuat beberapa macam kerupuk 
seperti kerupuk patthola dan kerupuk ikan mujair. Dengan begitu 
beliau bisa memperbanyak penghasila yang didapatkan setiap harinya. 
Ibu Khotimah, sebagai salah satu anggota kelompok LASISMA di 
Desa Marengan membuka usaha toko kecil yang bertempat 
dirumahnya. Sebelum mendapatkan pembiayaan dari BMT NU 
Cabang Kota Sumenep beliau hanya menjual barang seadanya, setelah 
mendapatkan pembiayaan beliau menambah produk jualan di tokonya, 
tak hanya itu Ibu Khotimah juga menambah dengan menjual sosis 
goreng di depan rumahnya. Hal ini diakuinya dapat menambah jumlah 
konsumennya. Ibu Sulastri, anggota kelompok pembiayaan LASISMA 
BMT NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, yang mempunyai 
usaha berjualan roti dan krupuk. Setelah mendapatkan pembiayaan 
beliau menggunakan dana tersebut untuk modal kulakan roti dan juga 
membeli bahan untuk dibuat kerupuk. Saat ini karena bisa kulakan roti 
lebih banyak beliau menambah toko yang bisa dititipi untuk penjualan 
kerupuk dan rotinya. Dan yang terakhir ada Ibu Sri Mujiati, anggota 
kelompok pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep di 
Desa Marengan, yang mempunyai usaha berjualan terang bulan. 
 


































Sebelum mendapatkan pembiayaan Ibu Sri Mujiati menjual terang 
bulan menggunakan meja di teras rumahnya dengan penerangan yang 
seadanya. Setelah mendapatkan pembiayaan beliau membeli gerobak 
untuk berjualan terang bulan dan juga penambahan lampu sebagai 
penerangan agar pembeli tertarik untuk membeli terang bulannya. Hal 
ini sesuai dengan penuturan Iskandar dan Manalika didalam bukunya 
bahwa pengembangan usaha adalah segala bentuk upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah, dan dunia usaha melalui pemberian 
fasilitas, bimbingan, pendampingan yang diharapkan bisa 
menumbuhkan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha 
Mikro.
93
 Panji Anoraga di dalam bukunya juga menyatakan bahwa 
beberapa upaya yang dapat mengembangkan usaha mikro salah satu 
diantaranya adalah Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha 
yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil, 
antara lain meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih 
berorientasi pada pengembangan usaha, seperti fasilitas infrastruktur 
(sarana transportasi, komunikasi dan sebagainya), kebijakan moneter 
dan keuangan (misal: kredit berbunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas 
perpajakan, pendidikan umum, pengembangan tekonologi, serta 
kebijakan persaingan yang sehat.
94
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Dari hasil wawancara penulis kepada 5 anggota pembiayaan 
LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, para 
narasumber berhasil menambah produk jualan yang juga bisa 
menambah penghasilan para anggota. Maka tidak heran apabila 
anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Kota Sumenep 3 
tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 
pertama adanya program pembiayaan LASISMA menggunakan akad 
qard}ul hasan berhasil mendapatkan anggota sebanyak 148 nasabah 
dengan total transaksi pembiayaan sejumlah Rp. 200.999.500,-. 
Sedangkan pada tahun kedua yaitu tahun 2018 BMT NU Cabang Kota 
Sumenep memiliki nasabah pembiayaan LASISMA sebanyak 182 
nasabah dengan total transaksi pembiayaan sejumlah Rp. 564.210.000. 
Dan di tahun ketiga yaitu tahun 2019 jumlah nasabah meningkat 
sangat drastis yaitu sebanyak 442 orang nasabah. Hal ini menjadi tolak 
ukur keberhsilan BMT NU Cabang Kota Sumenep dalam 
mendampingi pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Kota 
Sumenep.  
LASISMA memang diprogram khusus untuk membantu 
masyarakat pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal. Tak hanya 
dalam hal bantuan permodalan saja, BMT  NU Cabang Kota Sumenep 
juga memberikan bimbingan berupa pengetahuan terkait pembiayaan 
syariah maupun tentang kewirusahaan. Berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan Bapak Salman Al-Fariziy sebagai ketua cabang BMT 
 


































NU Cabang Kota Sumenep beliau menjelaskan bahwa setelah segala 
tahap pendaftaran telah selesai dan telah dilakukan survei dan sudah 
mendapatkan ACC untuk menerima pembiayaan pihak BMT akan 
memberikan Pendidikan Dasar (DIKDAS) untuk membekali para 
anggota pembiayaan dengan pengetahuan-pengetahuan yang 
diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki anggota. 
Materi yang diberikan saat DIKDAS berupa arahan tentang apa yang 
dimaksud dengan kopersi, pengetahuan tentang BMT, 
memperkenalkan akad-akad tabungan maupun pembiayaan yang ada di 
BMT NU Cabang Kota Sumenep, tentang permodalan, sektor usaha 
dan juga peluang usaha yang bisa didapatkan oleh anggota. Materi-
materi tersebut merupakan wujud dari kepedulian BMT untuk 
membantu pelaku usaha mikro khususnya yang ada di kecamatan Kota 
Sumenep.  Hal ini sesuai dengan yang di katakana Panji Anoraga di 
dalam bukunya juga menyatakan bahwa beberapa upaya yang dapat 
mengembangkan usaha mikro salah satu diantaranya adalah 
Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar 














































Berdasarkan penelitian tentang penerapan pembiayaan layanan 
berbasis jamaah melalui akad qard}ul hasan dalam pengembangan 
usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Segala bentuk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep semuanya merupakan pembiayaan yang berbasis syariah. 
Termasuk salah satunya adalah pembiyaan LASISMA (Layanan 
Berbasis Jamaah) melalui akad qard}ul hasan yang ada di BMT 
NU. Semua prosedur maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
pembiayaan LASISMA menggunakan prinsip syariah. Jazaul ihsan 
atau jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota sepenuhnya 
adalah hak anggota, BMT NU tidak pernah memaksa anggota 
untuk memberikan imbalan. Ada beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh calon anggota sebelum menerima imbalan, 
diantaranya adalah bersedia untuk disurevei usaha yang dimiliki, 
mengisi formulir, mengumpulkan foto copy KTP, KK surat nikah 
dan buku SIAGA. LASISMA merupakan pembiayaan 
berkelompok, maka calon anggota dituntut untuk membentuk 
 


































kelompok yang terdiri 5-20 orang dengan ketentuan jarak rumah 
beradius maksimal 50 M. 
2. Semua usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan LASISMA 
di Desa Marengan merupakan usaha yang berskala mikro. Dalam 
hal ini BMT NU Cabang Kota Sumenep mengambl andil untuk 
membantu memandirikan usaha mikro dengan cara memberikan 
bantuan modal kepada pelaku usaha mikro.Tak hanya dalam hal 
bantuan permodalan saja, BMT  NU Cabang Kota Sumenep juga 
memberikan bimbingan yang disebut dengan Pendidikan Dasar 
(DIKDAS) untuk membekali para anggota pembiayaan dengan 
pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan 
usaha yang dimiliki anggota. Dari hasil wawancara penulis kepada 
5 anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Kota 
Sumenep di Desa Marengan, para narasumber berhasil menambah 
produk jualan yang juga bisa menambah penghasilan para anggota. 
Maka tidak hera apabila anggota pembiayaan LASISMA di BMT 
NU Cabang Kota Sumenep 3 tahun terakhir mengalami 
peningkatan yang sangat pesat. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan 
pembiayaan layanan berbasis jamaah melalui akad qard}ul hasan 
dalam pengembangan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota 
Sumenep, maka penulis dapat memberikan saran agar pembiayaan 
 


































LASISMA berjalan lebih baik lagi kedepannya. Saran-saran yang 
dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi BMT NU Cabang Kota Sumenep 
a. Lebih giat lagi dalam melakukan promosi. Promosi bisa 
dilakukan dengan cara menebar brosur kepada para anggota di 
BMT NU Cabang Kota Sumenep atau di acara-acara tertentu 
agar program LASISMA dan BMT NU lebih dikenal 
masyarakat. 
b. Lebih memperbanyak melakukan pendampingan usaha kepada 
anggota pembiayaan LASISMA. Pendampingan ini bisa 
dilakukan setiap diadakannya perkumpulan anggota. 
2. Bagi Anggota Pembiayaan LASISMA Di Desa Marengan 
Hendaknya meminta pendampingan usaha yang lebih intens 
kepada pihak BMT agar usaha yang dijalankan bisa berkembang 
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